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Abstrak: Masalah penelitian ini adalah bahwa organisasi Kabupaten OKU masih terlalu besar, sehingga aktivitas pelayanan publik belum efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk menata kembali struktur organisasi pemerintahan kabupaten OKU agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kabupaten OKU. Data dikumpulkan dari data primer dan sekunder dan dianalisis dalam secara kuantitatif deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi perangkat (OPD) Kabupaten OKU masih sangat besar dan tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam PP. 41 tahun 2007. Setelah rasionalisasi dan restrukturisasi, jumlah organisasi  perangkat daerah  di lingkungan Kabupaten OKU yang semula terdiri dari Sekretariat Daerah dengan 3 Asisten, sebuah Sekretariat DPRD, 16 (enam belas) Kantor, 15 (lima belas) Lembaga Teknis dengan rincian, ada 9 dinas, 3 kantor, 1 Rumah Sakit Umum, 1 Satpol-PP, dan Inspektorat, berubah menjadi 2 (dua) asisten, ditambah dengan  lima (5) staf ahli Bupati, 12 kantor dan 12 lembaga teknis (badan/dinas).
Kata kunci: Rasionalisasi, restrukturisasi, organisasi perangkat daerah.
Abstract: The problem of this research is that organizations OKU District is still too large, so the activity of public services has not been effective and efficient. The purpose of this study was to reorganize the organizational structure of county government to conform to the conditions OKU and OKU District needs. Data were collected from primary and secondary data and analyzed in a descriptive quantitative and qualitative. The results showed that the organizational structure of the device  District OKU is still very large and does not correspond to the amount specified in the PP. 41 in 2007. After rationalization and restructuring, the number of environmental organizations in the area which was originally OKU District consists of the Regional Secretariat with 3 Assistant, a Parliament Secretariat, 16 (sixteen) Offices, 15 (fifteen) Technical Institute with the details, there are 9 offices, 3 offices , 1 General Hospital, 1 Satpol-PP, and the Inspectorate, turned into 2 (two) assistants, plus five (5) Regents expert staff, 12 offices and 12 technical institutes (agency / agencies).
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PENDAHULUAN
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.  Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.
Kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval. Demikian juga mengenai jumlah susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah (PP No. 41 Tahun 2007).
Berdasarkan fakta dan data, perkembangan keuangan daerah Kab. OKU selama periode 2002-2009 yang perlu dicermati adalah; bahwa pada tahun 2009 untuk pertama kalinya target pendapatan APBD menurun sebesar -9,78% dari target tahun 2008, bahkan menurun -2,07% dari realisasi tahun 2008. Kondisi ini tampaknya berkaitan dengan perkembangan pendapatan nasional, dimana sepanjang tahun 2009 ini diprediksi akan mengalami kontraksi sebagai dampak dari tekanan krisis ekonomi global. Tekanan APBN ini berimbas langsung kepada pengalokasian transfer dana ke daerah. Terbukti dari target APBD Kab. OKU tahun 2009, hanya komponen DAU dan DAK yang menurun sebesar -7,65% dan -35,77%. 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, struktur pendapatan daerah Kabupaten OKU terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah/PAD; Dana Perimbangan; serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama periode 2002-2009, sumber pendapatan daerah Kabupaten OKU masih bertumpu pada sumber-sumber pendanaan yang berasal dari APBN atau Bagian Dana Perimbangan. Dalam periode 2002-2009 rata-rata kontribusi Bagian Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah adalah sebesar 91,36%. Pada tahun 2008, kontribusi Bagian Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah adalah sebesar 91,37% atau mencapai mencapai  Rp.546,29 milyar. Sementara itu, kontribusi bagian PAD selama periode yang sama hanya mencapai rata-rata 4,08%. Pada tahun 2008 realisasi PAD sebesar Rp. 28,79 milyar hanya memberikan kontribusi terhadap APBD sebesar 4,82%. Dari dana tersebut, hampir 75% dialokasikan untuk belanja pegawai, sementara lebih kurang 25% untuk belanja pembangunan. Artinya, beban APBD banyak terserap pada belanja pegawai. Dengan demikian, seyogyanya alokasi  belanja pegawai harus lebih kecil dari belanja pembangunan. Besarnya kontribusi Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten OKU harus lebih bekerja keras untuk mencapai kemandirian keuangan secara lebih baik. Oleh karena itu, dalam jangka waktu ke depan program peningkatan pendapatan daerah harus mendapat prioritas, terutama melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif.

Secara geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu terletak diantara 103o 40’ Bujur Timur sampai dengan 104o 33’ Bujur Timur, dan 3o 45’ Lintang Selatan sampai dengan 4o 55’ Lintang Selatan, atau terletak pada jalur Lintas Tengah Trans Sumatera, yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara  berbatasan dengan Kecamatan Rambang dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Buay Runjung, Kecamatan Kisam Tinggi dan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan; Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Semendo Darat Ulu, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;  dan  Sebelah Timur
 berbatasan dengan Kecamatan Cempaka, Kecamatan Madang Suku I, Kecamatan Madang Suku II, Kecamatan Buay Pemuka Peliung dan Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan.

Luas Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu 4.797,06 KM2 atau 4,93% dari luas Provinsi Sumatera Selatan (97.257,72 KM2) yang terbagi dalam 12 Kecamatan, 139 Desa, dan 14 Kelurahan.  Topografi dan ketinggian diwilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu berkisar antara 100 – 1.000 meter lebih diatas permukaan laut, Bentuk wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu bervariasi dari datar sampai bergunung-gunung atau dari 0–2 % hingga diatas 40 %. Keadaan lereng 0-2 % (luas 61.781 ha) lereng 2-15 % (luas 142.968 ha), lereng 15-40 % (luas 71.564 ha).
Kabupaten OKU mempunyai iklim tropis dan basah dengan temperatur bervariasi antara 22oC – 31oC, dengan curah hujan terendah 3.038 mm dijumpai di Kecamatan Lengkiti dan curah hujan tertinggi di Kecamatan Pengandonan sebesar 4.881 mm, atau antara 260 mm – 448 mm setiap bulannya. Secara geologis wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu terbentuk pada zaman tersier dan kwarter oleh batuan granit, tufa andesit dan formasi andesit tua. Dari susunan batuan- batuan tersebut terkandung berbagai macam kekayaan alam yang potensial antara lain batubara, batu marmer, minyak bumi, batu kapur, emas, nikel, besi, intan, pasir, koral dan lain-lainnya. Sistem sungai-sungai yang ada diwilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah Sistem Sungai Ogan, yang bermuara ke sungai ini antara lain Sungai Gerantong, Sungai Air Jawi-Jawi, Sungai Air Kuang Besar, Sungai Air Jernih, Sungai Air Kisam, Sungai Air Lekis, Sungai Kurup, Sungai Air Laye, Sungai Laham, Sungai Air Lengkayap, Sungai Ari Saka, Sungai Air Tebangka, Sungai Air Selaur, Sungai Air Kungkilan, dan Air Kiti. Jika dilihat dari sistem sungai tersebut maka kebutuhan air baku di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu ini tersedia cukup besar, baik untuk keperluan rumah tangga, irigasi pertanian, maupun untuk pengembangan perikanan darat. 
Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2010 berjumlah 367.357 jiwa yang tersebar pada 12 wilayah kecamatan.  Dari sebelas wilayah kecamatan tersebut jumlah penduduk terbanyak terkonsentrasi di Kecamatan Baturaja Timur mencapai 92.312  jiwa dan kecamatan ini merupakan ibukota kabupaten, disusul Kecamatan Peninjauan berjumlah 49.942 jiwa.  Jumlah penduduk terkecil dijumpai diwilayah Kecamatan Ulu Ogan berjumlah 8.552 jiwa. Berdasarkan data statistik dan pengolahan data penduduk, pertumbuhan penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu dari tahun 1999-2003,  lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan mencapai 2,23% per tahun.  Pertumbuhan penduduk tertinggi dijumpai diwilayah Kecamatan Lubuk Batang 9,02% dan Kecamatan Semidang Aji 3,55%; serta terdapat pertumbuhan negatif  diwilayah Kecamatan Ulu Ogan mencapai -0,10% dan Kecamatan Pengandonan mencapai -0.62%. 

Penyebaran penduduk diwilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada relatif tidak merata pada semua kecamatan. Jumlah penduduk dengan kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Baturaja Timur mencapai 696,17 jiwa/km2, disusul oleh Kecamatan Baturaja Barat 265,40 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di dua wilayah kecamatan tersebut menempati urutan pertama tingkat kepadatan penduduknya karena merupakan ibukota kabupaten dan mengindikasikan pesatnya pertumbuhan penduduk di wilayah ini sebagai wilayah perkotaan. Kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Ulu Ogan 14,25 jiwa/km2. Struktur umur penduduk menggambarkan struktur penduduk berdasarkan usia balita (0-5), usia sekolah (6-19), usia produktif (20-64) dan usia lanjut di atas 65 tahun serta rasio laki-laki dan perempuan. Jumlah  kelompok usia terbanyak adalah 10-14 tahun 38.858 jiwa, disusul oleh kelompok usia 15-19 tahun dengan jumlah 37.122 jiwa, sedangkan jumlah terkecil pada kelompok usia 75 tahun ke atas yaitu berjumlah 2.359 jiwa. 

Untuk melayani jumlah penduduk, dengan luas wilayah dan jumlah APBD sebagaimana telah diutarakan di atas, Pemerintah Kabupaten OKU telah menyiapkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sebanyak 62 OPD, dengan perincian: 1 Sekretaris Daerah, 3 Asisten, 1 Sekretaris DPRD, 16 Dinas, 15 lembaga teknis daerah, 12 Kecamatan, dan 14 Kelurahan. Hasil observasi di lapangan diperoleh informasi bahwa masih banyak struktur dalam OPD, baik badan, dinas ataupun kantor yang belum/tidak tidak terisi, terutama staf dan pejabat eselon IV ke bawah. Beberapa kegiatan dinas atau badan sering terjadi duplikasi, serta tugas pokok dan fungsi badan/dinas/kantor yang memiliki kesamaan/kemiripan. Sehingga terkesan ada badan/dinas yang melakukan peran atau tugas dinas/badan lain, dan bahkan ada dinas/badan/kantor yang aktivitasnya tidak optimal, karena sering terjadi saling lempar tanggungjawab, karena beberapa tugas pokok dan fungsi memiliki kemiripan bahkan sama persis. 

Berdasarkan fakta dan data tersebut, dapat dikatakan bahwa kondisi struktur organisasi Pemerintah Kabupaten OKU belum rasional, karena postur organisasinya masih terlalu gemuk, adanya duplikasi tugas dan fungsi, serta masih banyak struktur yang tidak terakomodir. Oleh karenanya, pelayanan publik yang dilakukan masih belum optimal. Logikanya, semakin ramping postur organisasi, maka akan semakin lincah dan tangguh dalam melakukan pelayanan publik, sehingga pelayanan  yang dilakukan akan lebih berkualitas. Sebaliknya, semakin gemuk (besar) postur organisasi, maka akan semakin sulit untuk bergerak dalam melakukan pelayanan. Berdasarkan uraian tersebut, dalam rangka merespon berbagai tuntutan agar terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas, maka diperlukan analisis terhadap organisasi Pemerintah Kabupaten OKU melalui “Analisis Rasionalisasi dan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah.” 
TINJAUAN PUSTAKA

Rasionalisasi dan Restrukturisasi Organisasi 

Robbins (1994:98) mengemukakan bahwa semakin besar organisasi maka kurang pula keefektivan organisasi. Pembengkakan birokrasi telah terjadi penumpukan pegawai dengan tugas yang tidak jelas sehingga menimbulkan pemborosan dalam pengelolaan birokrasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Islamy (2001:22) yang mengatakan bahwa pembengkakan birokrasi, perkembangan tugas-tugas pemerintahan yang begitu pesat telah menyebabkan pembengkakan birokrasi yang tidak terencana dengan baik sehingga bisa menjadi penghalang pengembangan akuntabilitas di kalangan aparatur pemerintah, situasi seperti ini juga mengakibatkan pengawasan, pengendalian dan koordinasi sangat sulit dilaksanakan yang pada gilirannya menimbulkan penumpukan pegawai tanpa tujuan yang jelas, garis pertangung jawaban yang tidak jelas dan sangat sedikit pegawai yang profesional.
Prinsip utama yang perlu dikembangkan oleh pemerintah dalam merealisasikan kebijakan rasionalisasi adalah dengan menggunakan prinsip “small is beautiful” (kecil itu indah). Artinya, lembaga birokrasi “miskin struktur dan kaya fungsi.”  Maksudnya bahwa dalam tubuh birokrasi tidak memerlukan struktur dan pegawai yang sangat banyak tetapi fungsinya tidak jelas, melainkan memiliki struktur dan pegawai yang sedikit tetapi memiliki fungsi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Sjafari, 2003). 
Untuk merealisasikan prinsip tersebut di atas, proses rasionalisasi perlu dimulai dengan adanya restrukturisasi dan perampingan organisasi. Hal ini juga diajarkan dalam prinsip "Banishing Bureaucracy" oleh Geabler & Plastrick (2000). Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam restrukturisasi dan perampingan tersebut, antara lain memangkas struktur organisasi yang tidak efektif dan pemborosan, melakukan pensiun dini PNS yang tidak produktif, serta perlu melakukan reposisi jabatan-jabatan birokrasi. Seperti yang dialami saat ini dan bukan suatu rahasia umum lagi, bahwa birokrasi kita dikenal sebagai high cost bureaucracy, yaitu suatu birokrasi yang memungut biaya besar dalam pengurusan izin-izin dan pelayanan-pelayanan. 

Bennis dan Mische (1995) mengemukakan bahwa ada sejumlah perubahan besar yang tidak dapat dikembalikan pada keadaan semula yang  melanda dunia saat ini. Perubahan-perubahan itu menetapkan kembali cara orang-orang bekerja dan saling berinteraksi. Pada kenyataannya, perubahan itu terjadi begitu cepatnya dimana para pemimpin organisasi swasta dan pemerintah menemukan bahwa mereka berhadapan dengan serentetan tantangan yang membingungkan  yang terus-menerus terjadi. Memenuhi tantangan tersebut dengan sukses akan membutuhkan metode baru, keterampilan baru, struktur baru – pendek kata, organisasi yang baru.
Hasil penelitian terdahulu tentang learning organization yang dilakukan oleh Syafrilenti (2006:113), bahwa untuk menjadi organisasi yang tangguh ke depan dengan penuh tantangan, maka perlu ditingkatkan faktor keahlian pribadi sumber daya manusia, pemahaman bersama terhadap visi organisasi dan pembelajaran tim. Setiap organisasi, baik organisasi yang bersifat profit seperti perusahaan maupun organisasi yang bersifat non-profit seperti organisasi massa, yayasan, atau organisasi publik dan lain-lain tentu menginginkan adanya pertumbuhan dan keberlanjutan dalam setiap aktivitasnya. Meskipun demikian, sayangnya tidak semua organisasi mampu menciptakan pertumbuhan dan mempertahankan keberlanjutan aktivitasnya. 
Secara alamiah, organisasi pasti mengalami siklus hidup. Dalam siklus hidup organisasi terlihat adanya  organisasi yang mampu memperpanjang kehidupannya dan yang tidak mampu bertahan, serta organisasi yang mampu hidup sampai ratusan tahun, di samping yang gagal mempertahankan eksistensinya sebelum masa pertumbuhan dimulai. Untuk itu, diperlukan penelitian dan pengembangan yang berkesinambungan (Hubeis dan Najib, 2008:2).
Berdasarkan pendapat tersebut di atas, organisasi adalah sesuatu yang dinamis, selalu berkembang dan berubah. Ada yang berubah kearah positif tetapi juga ada yang berubah ke arah negative. Tentu saja yang diinginkan adalah perubahan ke arah yang positif. Perubahan tersebut memang harus direncanakan sedemikian rupa agar terjadi perubahan kearah positif. Bagi organisasi publik, seperti pemerintah daerah beserta organisasi perangkat daerahnya, perubahan yang diinginkan adalah perubahan kearah pelayanan yang lebih baik, yang sesuai dengan tuntutan perubahan zaman, perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keinginan masyarakat yang dilayani. Semakin bagus pelayanan publik yang dilakukan, maka bisa dikatakan bahwa organisasi publik tersebut semakin baik. Bagi organisasi pelayanan publik, pelayanan yang baik dan berkualitas itu adalah pelayanan yang cepat, murah, prosedur yang tidak berbelit-belit, ada kepastian jangka waktu penyelesaian, ada kejelasan berapa biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang transparan, sikap petugas yang responsif dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang baik terhadap citra pemerintah dan pemerintah daerah.
Perumpunan Urusan Pemerintahan
Menurut Keban (2008:125), struktur organisasi berkenaan dengan siapa yang harus mengimplementasikan atau mengerjakan apa yang telah diputuskan. Aspek pertama yang harus diatur adalah pembagian unit kerja termasuk tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam bekerja, baik secara vertikal maupun horizontal. Glouder dalam Paramita (1985:38) menyatakan bahwa jika terlalu memberatkan aturan-aturan dapat menimbulkan kerugian yang serius, seperti kekakuan yang akan mengurangi keluwesan dan kemampuan menyesuaikan diri organisasi itu pada keadaan berubah dan dengan demikian akan mengurangi kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Demikan pula meskipun dalam kondisi yang mantap dan rutin, terlalu banyak aturan dapat merintangi prestasi. Karena itu dapat dikatakan bahwa ketaatan sepenuhnya pada semua aturan disetiap waktu mungkin sekali tidak bermanfaat bagi organisasi.
Pemerintah telah beberapa kali mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan organisasi perangkat daerah,  di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan yang terakhir PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan tersebut terkesan dibuat agak tergesa-gesa, karena peraturan yang sebelumnya belum sepenuhnya diaplikasikan dan diimplementasikan, kemudian muncul peraturan yang baru. Akhirnya pemerintah daerah disibukkan oleh pergantian bentuk dan susunan organisasi perangkat daerah, dan tentu saja hal ini menimbulkan kerugian waktu, tenaga dan pikiran dalam pelaksanaan otonomi daerah.
PP No. 41 Tahun 2007 Pasal 22 menyebutkan bahwa Penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani; Penanganan urusan sebagaimana dimaksud tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri; Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah.
Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas terdiri dari: bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; bidang kesehatan; bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; bidang kependudukan dan catatan sipil;  bidang kebudayaan dan pariwisata; bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang; bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan; bidang pelayanan pertanahan; bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan; bidang pertambangan dan energi; dan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari: bidang perencanaan pembangunan dan statistik; bidang penelitian dan pengembangan; bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; bidang lingkungan hidup; bidang ketahanan pangan; bidang penanaman modal; bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi; bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; bidang pengawasan; dan bidang pelayanan kesehatan.

Perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.  Pelaksanaan tugas dan fungsi staf, pelayanan administratif serta urusan pemerintahan umum lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi dinas maupun lembaga teknis daerah dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

METODE PENELITIAN

Data dan Instrumen

Data yang diperlukan untuk melakukan rasionalisasi dan restrukturisasi organisasi Pemerintah Kabupaten OKU adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada para pejabat kunci di daerah, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, baik berupa peraturan perundang-undangan, maupun referensi atau literature  yang berhubungan dengan rasionalisasi dan restrukturisasi organisasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan tuntunan kuesioner. Kuesioner disusun berdasarkan substansi yang menjiwai PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Untuk melengkapi data, juga dilakukan wawancara  kepada aparat pemerintahan dari berbagai instansi, yang berhubungan dengan penyusunan rasionalisasi dan restrukturisasi organisasi pemerintah Kab. OKU. Hasil dari wawancara serta studi dokumentasi, dilanjutkan dengan Focus Group Discusion (FGD). FGD dilakukan dengan cara mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan rasionalisasi dan restrukturisasi organisasi pemerintah Kabupaten OKU serta komitmen diantara para penyelenggara perangkat organisasi daerah. 

Populasi dan Sampel


Unit analisis adalah kelembagaan atau organisasi  dengan populasi seluruh dinas/badan/kantor yang ada di Kabupaten OKU. Sampel informan adalah para pejabat struktural serta beberapa pegawai  kunci pada organisasi perangkat daerah, sebagai kelompok yang mewakili organisasi/kelembagaan. 
Metode Pengolahan dan Analisis Data

Hasil pengumpulan data dan dokumentasi dianalisis secara diskriptif dan kualitatif, dalam suatu matrik yang menggambarkan potensi kemungkinan terjadinya rasionalisasi dan restrukturisasi organisasi pemerintah Kabupaten OKU berdasarkan indikator dan kriteria PP No. 41 Tahun 2007 dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Menginventarisir dan menganalisis Peraturan Daerah yang berhubungan dengan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pada masing-masing dinas, badan dan kantor yang ada beserta perubahannya; (2) Analisis dan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan struktur jabatan, eselonisasi dan jumlah pegawai  berdasarkan jender; (3) Analisis ketatalaksanaan organisasi yang meliputi sistem dan prosedur kerja yang akan digunakaan untuk penataan kembali kemungkinan pengembangan jabatan fungsional yang meliputi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; (4) Analisis berbagai kebijakan di bidang ketatalaksanaan lembaga organisasi yang meliputi terjadinya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; penyederhanaan sistem dan prosedur kerja pada masing-masing lembaga perangkat teknis daerah melalui berbagai surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah; dan (5) Analisis perbandingan terhadap struktur organisasi yang lama, tugas dan fungsi serta kewenangan berdasarkan PP No 8 Tahun 2003 dengan PP No. 41 Tahun 2007 serta Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten OKU yang telah dikeluarkan berkenaan dengan struktur organisasi dan jabatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten OKU terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, lembaga teknis daerah (badan, kantor rumah sakit), kecamatan dan kelurahan. Kesemuanya berjumlah 62 OPD (1 Sekretaris Daerah, 3 Asisten, 1 Sekretaris DPRD, 16 Dinas, 15 lembaga teknis daerah, 12 Kecamatan, dan 14 Kelurahan). Organisasi Perangkat daerah Kabupaten OKU secara rinci disajikan dalam Tabel 3. berikut:
Tabel 3. Daftar Nama-nama Organisasi Perangkat Daerah Kab. OKU

	No.
	Jenis OPD
	Organisasi Perangkat Daerah

	1.
	Sekretariat Daerah


	Sekretariat Daerah

Assisten I 

Assisten II 

Assisten III 

	2.
	Sekretariat DPRD
	Sekretariat DPRD

	3.
	Dinas-dinas 
	Dinas Pendidikan


Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Parawisata


Dinas Kesehatan



Dinas Sosial dan Tenaga Kerja


Dinas Perhubungan



Dinad Komunikasi dan Informatika

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura

Dinas Peternakan dan Perikanan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan 
Dinas Pertambangan dan Energi

Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Kebersihan, Keindahan dan penanggulangan Kebakaran

	4.
	Lembaga Teknis Daerah


	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah


Badan Kepegawaian Daerah




Badan Pendidikan dan Pelatihan

Badan Lingkungan Hidup

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Badan Penanaman Modal


Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi

Kantor Pelayanan Perizinanan


Inspektorat 
Rumah Sakit Umum Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja


	5.
	Kecamatan 


	Camat Baturaja Timur 

Camat Baturaja Barat 

Camat Semidang Aji 

Camat Sosoh Buay Rayap 

Camat Pengandonan 

Camat Peninjauan 

Camat Lubuk Batang 

Camat Lengkiti 

Camat Lubuk Raja 

Camat Sinar Peninjauan 

Camat Ulu Ogan 

Camat Muara Jaya 

	6.
	Kelurahan 
	Lurah Pasar Lama 

Lurah Pasar Baru

Lurah Sukaraya

Lurah Kemalaraja

Lurah Baturaja

Lurah Sepancar

Lurah Kemelak

Lurah Air Gading

Lurah Laya

Lurah Saung Naga

Lurah Baturaja Permai

Lurah Sekar Jaya

Lurah Sukajadi

Lurah Batu Kuning


  Sumber : OKU dalam Angka, 2009.

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) pada Pemkab OKU masih cukup besar (gemuk). Secara rasional, bila dilihat dari luas wilayah jumlah OPD tersebut memang masih memungkinan, tetapi bila dilihat dari jumlah penduduk dan sumber daya keuangan, serta jumlah aparatur yang ada, struktur OPD seperti di atas masih perlu dilakukan penataan ulang.
Dilihat dari sumber daya aparatur, berdasarkan  data Juni 2009 (sumber BKD)  jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural dilingkungan  Pemerintah Kabupaten OKU  sebanyak  1202 orang yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4 sebanyak 77,04 % PNS dengan jabatan struktutal eselon IV,  19,72 % eselon III, dan 3,24 %  eselon II. Akan tetapi jumlah eselon yang terisi hanya sebesar 58,24% atau sebanyak 700 orang, sisanya sebanyak 41,76 % atau 502 jabatan eselon masih kosong.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4. berikut:
Tabel 4. Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Struktural di lingkungan OPD Pemkab OKU

[image: image1.emf]
Berdasarkan Tabel 4. di atas, terlihat bahwa masih banyak eselon/jabatan struktural yang belum terisi, yaitu sebanyak 41,76 % dari 1202 eselon yang ada. Dari jumlah tersebut, 422 eselon IV dan 72 Eselon III yang masih kosong. Artinya, beberapa OPD masih sangat kekurangan sumber daya aparatur yang memenuhi persyaratan atau memang secara kuantitas masih kurang. Berkenaan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya beberapa OPD, bagian, bidang, subbag, seksi dilakukan penggabungan/merger atau perubahan status dari dinas atau badan menjadi kantor atau sebaliknya.  Dengan demikian, semua eselon/jabatan struktural dapat terisi. Dari jumlah jabatan struktural/eselon tersebut, komposisi keterwakilan kaum perempuan masih sangat sedikit. Jumlah kaum perempuan yang menduduki jabatan struktural disajikan pada Tabel  5. 
Tabel 5. Komposisi Pejabat Eselon/Struktural berdasarkan Jenis Kelamin di Lingkungan OPD Kab OKU
	No
	Nama Organisasi Perangkat Daerah
	Eselon II
	Eselon III
	Eselon IV

	
	
	L
	P
	L
	P
	L
	P

	1.
	Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
	5
	-
	14
	1
	37
	6

	2.
	Dinas-dinas
	14
	2
	67
	11
	184
	49

	3.
	Lembaga Teknis Daerah
	10
	
	47
	8
	85
	34

	
	Jumlah keseluruhan
	29 (93,54)
	2 (6,45)
	128 (86,48)
	20 (13,51)
	306 (77,46)
	89 (22,53)


Sumber : BKD OKU Tahun 2009

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk eselon II hanya 2 orang (6,45%) yang dijabat oleh perempuan dari 31 jabatan eselon II yang ada, untuk eselon III hanya 20 orang (13,51%) dari 148 eselon III yang ada,  dan untuk eselon IV, hanya 89 orang atau (22,53%) yang dijabat oleh kaum perempuan dari 395 jabatan eselon III yang ada.  Artinya, kaum perempuan masih sangat sedikit yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemkab OKU.
Dilihat dari jumlah APBD, maka dapat dijelaskan bahwa selama periode 2000-2004, sumber pendapatan daerah Kabupaten OKU masih bertumpu pada sumber-sumber pendanaan yang berasal dari APBN atau Bagian Dana Perimbangan. Dalam periode 2000 -2005 rata-rata kontribusi Bagian Dana Perimbangan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebesar 93,35%. Pada tahun 2005, kontribusi Bagian Dana Perimbangan terhadap PAD adalah sebesar 90,47% atau mencapai mencapai  Rp.229,46 milyar. Besarnya kontribusi Dana Perimbangan terhadap PAD tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten OKU harus lebih bekerja keras untuk mencapai kemandirian keuangan secara lebih baik. Oleh karena itu, dalam jangka waktu ke depan program peningkatan pendapatan daerah harus mendapat prioritas, terutama melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif.

Sumber-sumber pendapatan berdasarkan kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah serta hak untuk mengelola kekayaan Daerah, masih belum menunjukkan peran optimal, sebagaimana ditunjukkan dengan rata-rata kontribusi Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2000-2005 hanya mencapai rata-rata kurang dari 5%. Hingga tahun 2005 realisasi PAD hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 4,68%, dengan nilai nominal Rp 12,12 milyar.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa walaupun secara nominal APBD Kab OKU cukup besar pada tahun 2008, yakni sebesar Rp. 641.207.411.890,00 tetapi APBD sebesar itu komposisi dari PAD masih sangat kecil. Disamping itu, persentase antara belanja pegawai dengan belanja pembangunan masih sangat jauh berbeda. Belanja pegawai mencapai sekitar 70% sedangkan belanja pembangunan hanya sekitar 30% saja dari keseluruhan jumlah APBD. 

Dilihat dari luas wilayah, Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki luas 4.797,06 KM2 atau 4,93% dari luas Provinsi Sumatera Selatan (97.257,72 KM2) yang terbagi dalam 12 Kecamatan, 139 Desa, dan 14 Kelurahan. Topografi dan ketinggian diwilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu berkisar antara 100 – 1.000 meter lebih diatas permukaan laut, Bentuk wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu bervariasi dari datar sampai bergunung-gunung atau dari 0–2 % hingga diatas 40 %. Keadaan lereng 0-2 % (luas 61.781 ha) lereng 2-15 % (luas 142.968 ha), lereng 15-40 % (luas 71.564 ha). Dengan luas wilayah dan kondisi tofografi yang demikian, tentu diperlukan OPD yang lebih ramping, agar lebih mudah melakukan aktivitasnya untuk menjangkau dan melakukan pelayanan publik secara efisien dan efektif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, bahwa kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval. Demikian juga mengenai jumlah susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah.
Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 Pasal 21 beserta lampirannya yang berkaitan dengan Penetapan Variabel Besaran Organisasi Perangkat daerah, ditentukan berdasarkan rumus seperti disajikan pada Tabel 6. sebagai berikut:
Tabel  6.  Penetapan Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

	No.
	VARIABEL
	KELAS INTERVAL
	NILAI

	1.
	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)
Untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura.
	≤ 150.000

150.001 -  300.000

300.001 – 450.000

450.001 – 600.000 

> 600.000
	8

16

24

32

40

	2.
	LUAS WILAYAH (KM2)

Untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura.
	≤ 1.000

1.001 – 2.000

2.001 – 3.000

3.001 – 4.000

> 4.000
	7

14

21

28

35

	3.
	JUMLAH APBD 
	≤ Rp200.000.000.000,00

Rp200.000.000.001,00 – Rp400.000.000.000,00

Rp400.000.000.001,00 – Rp600.000.000.000,00

Rp600.000.000.001,00 – Rp800.000.000.000,00

> Rp800.000.000.000,00
	5

10

15

20

25


Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa Jumlah penduduk Kabupaten OKU berdasarkan data tahun 2007 sebanyak 292.651 jiwa, luas wilayah 4.797,06 Km2 dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten OKU Tahun 2009 (realisasi) sebesar Rp. 535.847.091.634,00 (Lima ratus tiga puluh lima milyar, delapan ratus empat puluh tujuh juta, sembilan puluh satu ribu, enam ratus tiga puluh empat rupiah). Berdasarkan data-data tersebut di atas, besaran OPD Kab. OKU dapat dijelaskan pada Tabel 7. berikut ini: 
Tabel 7. Penetapan Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

	No.
	VARIABEL
	KELAS INTERVAL
	NILAI

	1.
	JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura.
	150.001 -  300.000
	16

	2.
	LUAS WILAYAH (KM2) Untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura.
	> 4.000
	35

	3.
	JUMLAH APBD 
	Rp400.000.000.001,00 – Rp600.000.000.000,00
	15

	
	
	Total Nilai
	66


Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 6. di atas, dapat dinyatakan bahwa besaran OPD Kab. OKU dengan nilai 66 (enam puluh enam), maka sesuai dengan Pasal 21 ayat (2), besaran OPD dengan nilai tersebut adlah sebagai berikut: (a) Sekretariat Daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten; (b) Sekrtariat DPRD; (c) Dinas paling banyak 15 (lima belas); (d) Lembaga teknis daerah (badan, kantor, dan rumah sakit) paling banyak 10 (sepuluh); (e) Kecamatan; dan Kelurahan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) PP No. 41 Tahun 2007, bahwa penentuan jumlah perangkat daerah sesuai dengan jumlah nilai yang ditetapkan berdasarkan perhitungan dari variabel, dan masing-masing pemerintah daerah tidak mutlak membentuk sejumlah perangkat daerah yang telah ditentukan sesuai dengan variabel tersebut. Dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka tentu saja kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Untuk Kabupaten OKU, dengan kondisi yang ada, Sekretariat Daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten; Sekrtariat DPRD; Dinas paling banyak 15 (lima belas); Lembaga teknis daerah (badan, kantor, dan rumah sakit) paling banyak 10 (sepuluh); Sesuai dengan keadaan luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah APBD (sebagaimana telah diuraikan sebelumnya). Dengan kondisi yang ada sekarang, nampak bahwa OPD di lingkungan Pemkab OKU masih cukup besar, dan oleh karenanya perlu dilakukan rasionalisasi dan restrukturisasi agar terjadi efisiensi dan efektivitas, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai perbandingan adalah Kabupaten Muaraenim. Karakteristik antara Kabupaten OKU dengan Kabupaten Muaraenim disajikan dalam Tabel 8. berikut:
Tabel 8. Perbandingan Struktur Organisasi, Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk antara Kabupaten OKU dengan Kabupaten Muaraenim

	Karakteristik
	Kabupaten OKU
	Kabupaten Muaraenim

	Struktur/desain organisasi

a. Dinas

b. Badan

c. Kantor
	16 Dinas

9 Badan

3 Kantor
	14 Dinas

5 Badan

10 Kantor

	Luas wilayah
	Luas Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu 4.797,06 KM2 yang terbagi dalam 12 Kecamatan
	Luas wilayah Kabupaten Muara Enim yaitu 7.466.82 km2 yang terbagi dalam 22 Kecamatan

	Jumlah penduduk
	Kabupaten Ogan Komering Ulu berpenduduk 292.651 jiwa. Dengan rincian 149.221 laki-laki dan 143.430 perempuan.
	Kabupaten Muaraenim berpenduduk  629.715 Jiwa. Dengan rincian, laki-laki: 312.002 Jiwa, Perempuan: 317.713 Jiwa.  


Sumber: Bappeda Kab. OKU dan Muara Enim, 2009.
Berdasarkan Tabel 8, dapat dilihat bahwa dari jumlah instansi/OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dimiliki, Kab. OKU memiliki 16 Dinas, 9 Badan, dan 3 Kantor, total 28 OPD (organisasi perangkat daerah), tidak termasuk Asisten, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Sat Pol-PP, Rumah Sakit, Kecamtan dan Kelurahan. sedangkan Kab. Muaraenim memiliki 14 Dinas, 5 Badan dan 10 Kantor, total 29 SKPD. Dilihat dari jumlah SKPD, kedua kabupaten memiliki jumlah OPD yang hampir sama banyak, bedanya hanya pada bentuk/jenis OPD, ada yang berbentuk dinas, badan dan kantor. Kab. OKU memiliki badan lebih banyak, sementara Kab. Muaraenim memiliki dinas dan kantor yang lebih banyak.
Dilihat dari luas wilayah, Kab. Muaraenim lebih luas hampir tiga kali lipat dari luas wilayah Kab. OKU. Luas wilayah Kabupaten Muara Enim yaitu 7.466.82 km2 yang terbagi dalam 22 Kecamatan sedangkan luas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu 4.797,06 KM2 yang terbagi dalam 12 Kecamatan. Demikian juga dengan jumlah penduduk, penduduk Kab. Muaraenim lebih banyak hampir tiga kali lipat dari Kab. OKU. Kabupaten Muaraenim berpenduduk  629.715 Jiwa. Sedangkan Kabupaten Ogan Komering Ulu berpenduduk 292.651 jiwa. 
Berdasarkan perbandingan tersebut, serta berbagai penjelasan pada data-data pada Bab-bab sebelumnya, maka jumlah OPD pada Pemkab. OKU dapat lebih dirampingkan lagi dan jabatan-jabatan fungsional dapat diperbanyak, sehingga esensi dari PP No. 41 Tahun 2007 yang mengarah kepada istilah “miskin struktur, kaya fungsi” dapat diwujudkan.  Artinya, dari jumlah OPD yang ada sekarang ini, dapat dilakukan penyusunan ulang atau dengan istilah dapat dilakukan “rasionalisasi dan restrukturisasi organisasi”. Kegiatan tersebut dapat berupa penggabungan OPD atau perubahan jenis OPD dari Badan menjadi kantor atau sebaliknya. Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 Pasal 21 Ayat (2), bahwa besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai 66 (enam puluh enam) terdiri atas sekretariat daerah yang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten, dinas paling banyak 15 (lima belas) dan lembaga teknis daerah paling banyak 10 (sepuluh). Sementera kondisi OPD Kab. OKU yang ada sekarang adalah 16 (enambelas) dinas dan 15 (lima belas) lembaga teknis daerah. Artinya kondisi tersebut masih cukup gemuk (besar). 

Dalam rangka menuju organisasi perangkat daerah yang lebih ramping, miskin struktur dan kaya fungsi (sesuai amanat PP 41/2007), maka perlu  dilakukan rasionalisasi dan restrukturisasi. Hasil rasionalisasi dan restrukturisasi tersebut dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut:
Sekretariat Daerah yang mengalami perubahan:

Semula Sekretariat Daerah terdiri atas 3 (tiga) Asisten, kemudian berdasarkan analisis rasionalisasi dan restrukturisasi serta sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007 dan dalam rangka efisiensi dan efektivitas, maka dari 3 (tiga) Asisten yang ada sekarang diusulkan menjadi 2 (dua) Asisten saja, yaitu Asisten Pemerintahan dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, tetapi perlu penambahan 5 (lima) Orang Staf Ahli Bupati, sesuai dengan Bab VIII Pasal 36 PP No. 41 Tahun 2007.
Dinas-dinas yang mengalami perubahan:

Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Parawisata semula adalah Dinas Pendidikan. Dinas ini adalah gabungan dari 2 dinas. Berdasarkan kondisi wilayah, jumlah penduduk dan luas wilayah serta APBD (yang masih sangat besar untuk porsi belanja pegawai), maka dalam rangka penghematan, efisiensi, efektivitas dan rasionalitas, serta sesuai dengan perumpunan urusan menurut PP No. 41/2007 Pasal 22 ayat (4), maka kedua dinas tersebut dapat dimerger.
Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Dinas ini merupakan gabungan dari 2 dinas. Secara umum, ukuran indeks pembangunan manusia diukur dari tingkat kesehatan dan kesejahteran sosial. Semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat, maka semakin sejahtera masyarakat tersebut, atau sebaliknya. Artinya, dua dinas tersebut memiliki kegiatan yang serumpun/senyawa. Dalam rangka efisiensi, kedua dinas tersebut, serta dalam rangka menghilangkan image bahwa dinas sosial “lebih banyak menganggur” daripada menjalankan aktivitasnya, maka kedua dinas tersebut idealnya digabung menjadi satu.
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dinas ini juga merupakan gabungan dari 2 dinas. Berdasarkan perumpunan urusan, bahwa bidang perhubungan, komunikasi dan informatika merupakan urusan yang satu rumpun (PP 41/2007). Ada tiga perkembangan teknologi yang selalu beriringan dalam perkembangannya, yaitu teknologi transportasi, teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Oleh sebab itu, sesuai dengan kondisi daerah (jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD), serta untuk melakukan efisiensi, maka kedua dinas tersebut layak untuk dimerger. 
Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja. Dinas ini merupakan nama baru setelah sebelumnya bernama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Lalu diubah menjadi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja. Kata-kata “Tenaga Kerja” merupakan kata yang diambil dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, namun karena Dinas Sosial sudah digabung dengan Dinas Kesehatan, maka urusan tenaga kerja digabung pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja. Gabungan kata-kata ini merupakan tiga kegiatan yang serumpun dan saling berhubungan dan mempunyai keterkaitan satu sama lain. Seringkali data tentang kependudukan berbeda dengan data yang terdapat pada kantor Catatan Sipil dan data dari Kantor/Dinas Tenaga Kerja. Dengan dimerger, maka diharapkan pendataan tentang kependudukan, catatan sipil dan tenaga kerja menjadi lebih akurat dan memiliki kesamaan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah OKU serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah, maka perlu dilakukan penggabungan (merger) antar dinas tersebut.
Dinas Pekerjaan Umum. Dinas ini merupakan gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang. Sesuai dengan kondisi wilayah, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah SDM aparatur, jumlah APBD, dan perumpunan urusan berdasarkan PP 41/2007 Pasal 22 Ayat (4), serta dalam rangka efisensi anggaran, maka kedua dinas tersebut seyogyanya dimerger menjadi satu dinas.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Semula dinas ini namanya Dinas Pendapatan Daerah. Kemudian diubah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan perumpunan urusan pemerintahan pada Pasal 22 Ayat (4), bahwa bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset merupakan urusan yang satu rumpun. Dengan demikian, maka seyogyanya bidang tersebut digabung menjadi satu, sehingga diharapkan akan terjadi efisiensi dan efektivitas.
Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Semula dinas ini bernama Dinas Kebersihan, Keindahan dan penanggulangan Kebakaran. Setelah dilakukan analisis, dan dalam rangka efisiensi, bahwa bidang penanggulangan kebakaran bisa digabung dan langsung dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sa Pol-PP), karena SDM aparatur pada Sat Pol PP sudah cukup terlatih dan tersedia. Sedangkan kata-kata “keindahan” diubah menjadi “pertamanan” seseungguhnya dua kata tersebut mengandung makna yang hampir sama, tetapi kata-kata pertamanan lebih spesifik dan kondisi OKU secara umum, dan Kota Baturaja secara khusus perlu penataan pertamanan yang lebih baik.
Dinas-dinas yang tidak mengalami perubahan:

a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
b. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura
c. Dinas Peternakan dan Perikanan
d. Dinas Perkebunan dan Kehutanan
e. Dinas Pertambangan dan Energi

Lembaga teknis daerah yang mengalami perubahan:

Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, Litbang dan Statistik. Badan ini merupakan gabungan dari Bappeda dan Badan Penanaman Modal, Litbang dan Statistik. Ketiga badan ini masih serumpun dan memiliki kegiatan yang dapat disinkronisasikan. Dalam rangka terwujudnya organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, maka ketiga badan tersebut layak untuk dimerger.
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Badan ini merupakan gabungan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan. Kedua badan ini layak untuk digabung, karena dua badan tersebut sebenarnya adalah serumpun. Kegiatan kepegawaian tidak terlepas dari kegiatan diklat pegawai. Kegiatan kepegawaian merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah, sedangkan diklat merupakan fungsi pendukung. Oleh karena itu, akan sangat efisien apabila pelaksanaan kegiatan diklat direncanakan oleh BKD secara simultan. Sehubungan dengan hal tersebut, melihat anggaran yang terbatas, jumlah aparatur yang masih kurang, wilayah yang luas, maka perlu dibentuk organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu dimerger antara BKD dengan Diklat menjadi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat.
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Semula namanya adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Terjadi perubahan dari “badan” menjadi “kantor”. Perubahan ini dalam rangka penataan organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. 

Lembaga Teknis Daerah yang tidak mengalami perubahan adalah:

a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

b. Badan Lingkungan Hidup

c. Kantor Ketahanan Pangan

d. Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi

e. Kantor Pelayanan Perizinanan


f. Inspektorat 
g. Rumah Sakit Umum Daerah

h. Satuan Polisi Pamong Praja


Berdasarkan uraian di atas, terjadi perubahan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab. OKU sebagai berikut: Pertama, dinas-dinas yang dimerger (digabung) antara lain: (1) Dinas Pendidikan digabung dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dan menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; (2) Dinas Kesehatan digabung dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan menjadi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; (3) Dinas Perhubungan digabung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan (4) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga digabung dengan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dan menjadi Dinas Pekerjaan Umum. Kedua, dinas yang berubah menjadi nama baru yaitu: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Tenaga Kerja. Ketiga, lembaga teknis daerah yang mengalami perubahan (merger) atau nama baru antara lain, yaitu: (1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah digabung dengan Badan Penanaman Modal dan menjadi Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Badan Penanaman Modal, Litbang dan Statistik; (2) Badan Kepegawaian Daerah digabung dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan menjadi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat); dan (3) Semula Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diubah menjadi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
Nama-nama organisasi perangkat daerah hasil penggabungan dan perubahan status tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
b. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

d. Dinas Pekerjaan Umum

e. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Tenaga Kerja.

f. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Badan Penanaman Modal

g. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

h. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Tabel  10. Rekapitulasi Hasil Rasionalisasi dan Restrukurisasi OPD Kab. OKU

	No.
	OPD Sekarang
	OPD hasil Rasionalisasi dan Restrukturisasi

	1.
	Sekretaris Daerah

Assisten I 

Assisten II 

Assisten III 


	Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan;                            Asisten Perekonomian Pembangunan.                                    5 Orang Staf Ahli Bupati,

	2.
	Sekretaris DPRD
	Sekretaris DPRD

	3.
	Dinas-Dinas Daerah

	
	1. Dinas Pendidikan


2. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Parawisata


3. Dinas Kesehatan



4. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja


5. Dinas Perhubungan



6. Dinas Komunikasi dan Informatika

7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
9. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

11. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura
12. Dinas Peternakan dan Perikanan
13. Dinas Perkebunan dan Kehutanan 
14. Dinas Pertambangan dan Energi

15. Dinas Pendapatan Daerah

16. Dinas Kebersihan, Keindahan dan penanggulangan Kebakaran

	1. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Parawisata


2. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 

3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja
5. Dinas Pekerjaan Umum 
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

7. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura

8. Dinas Peternakan dan Perikanan
9. Dinas Perkebunan dan Kehutanan 
10. Dinas Pertambangan dan Energi
11. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

12. Dinas Kebersihan dan Keindahan 

	4.
	Lembaga Teknis Daerah

	
	1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah


2. Badan Kepegawaian Daerah


3. Badan Pendidikan dan Pelatihan

4. Badan Lingkungan Hidup

5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

7. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

8. Badan Penanaman Modal


9. Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik

10. Kantor Ketahanan Pangan

11. Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi

12. Kantor Pelayanan Perizinanan


13. Inspektorat 
14. Rumah Sakit Umum Daerah

15. Satuan Polisi Pamong Praja



	1. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penanaman Modal, Litbang, dan Statistik


2. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

3. Badan Lingkungan Hidup

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

6. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

7. Kantor Ketahanan Pangan

8. Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi

9. Kantor Pelayanan Perizinanan


10. Inspektorat 
11. Rumah Sakit Umum Daerah

12. Satuan Polisi Pamong Praja






Berdasarkan tabel 10 di atas, terjadi perbuahan struktur OPD yang ada, baik perubahan dalam bentuk penggabungan, maupun dalam bentuk berubahan nama serta perubahan status dari badan menjadi kantor. Namun demikian, ada beberapa OPD yang tidak mengalami perubahan sama sekali, karena dinilai sudah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan Pemkab. OKU. 

Berdasarkan perubahan tersebut, maka akan terjadi pengurangan beberapa dinas, badan dan kantor, serta penggabungan beberapa dinas, badan dan kantor. Setelah dilakukan pengkajian, analisis dan sesuai ketentuan pada PP No. 41 Tahun 2007, maka terjadi pengurangan 1 (satu) Asisten, 4 (empat) dinas, 4 (empat) badan, dan terjadi penambahan 1 (satu) kantor serta penambahan 5 Staf Ahli Bupati dan penggabungan beberapa dinas, badan dan kantor. Secara keseluruhan, terjadi pengurangan 7 organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini sejalan dengan pendapat Djohan (2000:3) yang menyatakan bahwa dalam rangka otonomi daerah, lembaga daerah merupakan salah satu faktor penunjang tercapainya otonomi daerah, sebab kehadirannya dapat memacu percepatan laju perjalanan otonomi daerah.

Menurut Ulrich (2001:227) kemampuan yang dibutuhkan oleh organisasi agar unggul adalah (1) kembangkan ideologi dasar bersama; (2) mempertahankan pegawai; (3) ciptakan kapasitas untuk berubah; dan (4) kuasai belajar dengan cepat. Organisasi merupakan suatu sistem yang berproses, artinya sistem tersebut tidaklah statis. Sebagai sistem yang berproses maka organisasi memiliki peluang untuk melakukan perubahan atas masukan ataupun pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Untuk itu organisasi seharusnya terbuka terhadap masukan-masukan yang ada. Dikatakan terbuka karena sebagai suatu sistem, organisasi mendapat masukan atau dipengaruhi sumber energi dari lingkungan sekitarnya, misalnya modal, material, informasi, sumber tenaga manusiawi (masukan/input). Masukan tadi diolah menjadi suatu hasil produksi melalui proses transformasi dan untuk selanjutnya diteruskan sebagai suatu keluaran (output) berupa barang atau jasa untuk digunakan oleh pengguna. Para pengguna itu nantinya akan memberikan umpan balik yang dapat berperan sebagai masukan dalam proses selanjutnya. Umpan balik tadi sesungguhnya berperan sebagai suatu mekanisme yang turut mengatur kehidupan suatu organisasi. 

Semua organisasi harus berubah karena adanya tekanan lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Perubahan eksternal dipicu oleh begitu cepatnya revalasi teknoligi, kompetensi, ekonomi global dan masyarakat yang sangat kritis (Firdaus, 2006:36). Walaupun perubahan yang terjadi lebih pada lingkungan, namun pada umumnya menuntut perubahan lebih pada organisasional, dan organisasi-organisasi bisa melakukan lebih banyak perubahan ataupun lebih sedikit. Organisasi-organisasi bisa merubah tujuan dan strategi-strategi, teknologi, desain pekerjaan, struktur, proses-proses, dan orang. Perubahan-perubahan pada orang senantiasa mendampingi perubahan-perubahan pada faktor-faktor yang lain.

Proses perubahan pada umumnya mencakup sikap dan perilaku saat ini yang unfreezing, perubahan-perubahannya dan akhirnya kepemilikan sikap dan perilaku yang baru yang refreezing. Sejumlah isu-isu kunci dan problem harus dihadapi selama dalam proses perubahan umum. Pertama adalah, diagnosis yang akurat mengenai situasi dan kondisi saat ini. Kedua adalah, penolakan yang ditimbulkan oleh adanya unfreezing dan perubahan. Terakhir adalah, isu pelaksanaan evaluasi yang memadai dari usaha perubahan yang sukses, di mana evaluasi-evaluasi semacam itu kebanyakan lemah atau bahkan tidak ada sama sekali.

Ada tiga pandangan tentang konsep perubahan organisasi pertama, pada hakikatnya target perubahan organisasional adalah birokrasi yang digunakan sebagi alat administrasi dan sebagai instrumen kekuasaan dan pengaruh. Kedua, perubahan organisasi harus melalui cara demokrasi dan liberalisasi. Ketiga, organisasi dan manajemen dapat mengenali gap antara situasi yang ada dengan yang diharapkan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu yang biasa digunakan yaitu, efektivitas, efisiensi, dan kepuasan anggota organisasi.

Di samping tiga pandangan tersebut ada sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami perubahan organisasi. Berbagai pendekatan tersebut adalah pertama, pendekatan yang menekankan pada hubungan-hubungan antara struktur, teknologi dan orang. Dari ketiga unsur tersebut akan dapat ditentukan tentang apa yang akan diubah dan bagaimana cara mengubahnya. Kedua, dari mana ide konsep pendekatan tersebut berasal. 



Pembinaan organisasi merupakan upaya dalam meningkatkan kemampuan organisasi berdasarkan perspektif jangka panjang yang terdiri dari serangkaian pentahapan dengan penekanan pada hubungan antar individu, kelompok organisasi secara keseluruhan. Dengan kata lain bahwa pembinaan organisasi adalah aplikasi pendekatan kesisteman terhadap hubungan fungsional, struktural, teknikal dan personal dalam organisasi. Agar proses pembinaan dan pengembangan organisasi dapat berjalan secara sistemik, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan diagnosa terlebih dahulu agar diketahui gejala-gejala yang baik atau yang buruk pada kelembagaan tersebut. 
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis Rasionalisasi dan Restrukturisasi Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten OKU, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, bahwa jumlah organisasi perangkat daerah di Kabupaten OKU sebanyak 62 OPD, dengan perincian: 1 Sekretaris Daerah, 3 Asisten, 1 Sekretaris DPRD, 16 Dinas, 15 lembaga teknis daerah, 12 Kecamatan, dan 14 Kelurahan. Terdapat beberapa struktur jabatan yang belum difungsikan secara optimal. 
Kedua, masih belum berfungsinya kelompok-kelompok jabatan fungsional dan masih sangat perlu ditingkatkan pembentukan kelompok-kelompok jabatan fungsional dan didukung dengan aparatur yang berkualitas. Struktur jabatan pada masing-masing organisasi perangkat daerah merupakan organisasi yang ”gemuk” dengan jabatan struktural, sehingga masih memberi peluang untuk dilakukan penggabungan beberapa unit-unit jabatan. Masih banyak eselon/jabatan struktural yang belum terisi, yaitu sebanyak 41,76 % dari 1202 eselon yang ada. Dari jumlah tersebut, 422 eselon IV dan 72 Eselon III yang masih kosong. 
Ketiga, komposisi aparat pada organisasi perangkat daerah kabupaten OKU berdasarkan eselonisasi, yaitu:  3,24% untuk eselon II, 19,72% untuk eselon III, dan 77,04%  untuk eselon IV. Komposisi pejabat dari kaum perempuan: eselon II hanya 2 orang (6,45%) yang dijabat oleh perempuan, untuk eselon III hanya 20 orang (13,51%) dari 148 eselon III yang ada,  dan untuk eselon IV, hanya 89 orang atau (22,53%) yang dijabat oleh kaum perempuan.  Artinya, kaum perempuan masih sangat sedkit yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemkab. OKU; Komposisi pejabat eselon berdasarkan jenis kelamin menunjukkan masih didominasi oleh kaum laki-laki. Jabatan eselon II sebanyak 29 orang (93,54%) diduduki oleh laki-laki dan hanya 2 orang atau (6,45%) yang diduduki oleh perempuan, untuk eselon III sebanyak 128 orang (86,48%) dijabat oleh laki-laki dan hanya 20 orang atau  (13,51%) dijabat oleh perempuan, sedangkan eselon III sebanyak 306 orang (77,46%) dijabat oleh laki-laki dan hanya 89 orang atau (22,53%) dijabat oleh perempuan. Jika PP No 41 Tahun 2007 diberlakukan di Kab. OKU, maka akan terjadi pengurangan 4 (empat) dinas, 4 (empat) badan, dan terjadi penambahan 1 (satu) kantor serta penggabungan beberapa dinas, badan dan kantor. Secara keseluruhan, terjadi pengurangan 7 organisasi perangkat daerah (OPD). Konstruksi PP No 8 Tahun 2003 berdasarkan berbagai indikator sebagai dasar pembentukan Dinas, Badan dan Kantor jika diaplikasikan pada organisasi perangkat daerah Kabupaten OKU, sebahagian besar berada pada rata-rata skor dibawah 700.
Keempat, dari hasil FGD dapat  disepakati bahwa perlu ditegaskan kembali fungsi Sekretariat Daerah selaku fungsi administrastif. Artinya setiap asisten, bagian, dan subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah tidak melakukan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal teknis betul-betul dilakukan oleh dinas-dinas dan lembaga tenis daerah (badan dan kantor). Selama ini masih ada bagian pada sekretariat daerah melakukan kegiatan teknis, seperti pelaksanaan pelatihan tata naskah dinas yang dilakukan oleh Bagian Organisasi, dan lain-lain.
Kelima, struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten OKU yang telah dibentuk sebelum otonomi, khusus dalam rangka menunjang atau mendukung kelancaran pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Keenam, struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten OKU disesuaikan dengan kondisi rill daerah (kebutuhan daerah dan masyarakat) terlihat lebih ramping sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran atau rekomendasi yang ditawarkan adalah sebagai berikut: Pertama, dalam rangka optimalisasi kegiatan pelayanan publik setiap OPD dan menghindari duplikasi tugas pokok dan fungsi, maka perlu dilakukan perampingan OPD melalui penggabungan 2 atau 3 OPD yang serumpun, penghapusan, serta penurunan level OPD dari dinas/badan menjadi kantor. Seharusnya komposisi Pemda OKU terdiri dari: Sekretariat Daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten; Sekrtariat DPRD; Dinas paling banyak 15 (lima belas); Lembaga teknis daerah (badan, kantor, dan rumah sakit) paling banyak 10 (sepuluh).
Kedua, perlu dilakukan restrukturisasi kelompok-kelompok jabatan fungsional dan masih sangat perlu ditingkatkan pembentukan kelompok-kelompok jabatan fungsional dan didukung dengan aparatur yang berkualitas. Ketiga, konstruksi PP No 8 Tahun 2003 berdasarkan berbagai indikator sebagai dasar pembentukan Dinas, Badan dan Kantor jika diaplikasikan pada organisasi perangkat daerah Kabupaten OKU, sebahagian besar berada pada rata-rata skor dibawah 700. Oleh karena itu sebaiknya Pemda OKU tetap mengikuti pola organisasi perangkat daerah dengan kewenangan wajib dan pola maksimal. 
Keempat, setiap asisten, bagian, dan subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah tidak melakukan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal teknis betul-betul dilakukan oleh dinas-dinas dan lembaga tenis daerah (badan dan kantor). Selama ini masih ada bagian pada sekretariat daerah melakukan kegiatan teknis, seperti pelaksanaan pelatihan tata naskah dinas yang dilakukan oleh Bagian Organisasi, dan lain-lain. Dari hasil FGD juga diusulkan agar Badan Penelitian dan Pengembangan digabung dengan Bappeda. Dengan pertimbangan bahwa Badan Litbang masih belum jelas urusan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian dalam rangka efisensi sebaiknya Badan Litbang menjadi salah satu bidang pada Bappeda.  Kelima, struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten OKU disesuaikan dengan kondisi rill daerah (kebutuhan daerah dan masyarakat) terlihat lebih ramping sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
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